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Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LK]) Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025, disusun
sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2024 tentang Pedoman Pengelolaan
Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam LKj Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 memuat
pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja

Direktorat Perencanaan Konservasi dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan LKj Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun
2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita sekalian

(11

Jadikan 2025 sebagai tonggak
prestasi dalam masa transisi
Renstra. Direktorat Perencanaan
Konservasi: Mematangkan rencana
hari ini, memastikan keberlanjutan
masa depan konservasi Indonesia

Bogor, 20 Januari 2026 ”
/
Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M -3

Direktur Petencanaan Konservasi \




RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan
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Direktorat Perencanaan Konservasi

Overview

Pada tahun 2025, Direktorat Perencanaan Konservasi berhasil melampaui sebagian besar target kinerja
dengan rata-rata capaian sekitar 110% dan realisasi anggaran 100%, yang tercermin dari Indeks
Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB sebesar 0,579 poin dari target 0,57 Poin, Persentase Entitas
Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel sebesar 12,05% dari target 10%,
peningkatan maturitas SPIP menjadi sekitar 4,1 poin dari target 3,8 Poin, nilai SAKIP 89,15 poin
(melampaui target 88), serta pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel sehingga efisiensi

anggaran tetap terjaga. Capaian tersebut juga diringi dengan penguatan tata kelola melalui penyusunan
dan penerapan Pedoman/Alat Ukur Efektivitas Perencanaan dan sistem SIPEKA serta pedoman

penilaian tata kelola kerja sama, meskipun masih menyisakan tantangan pada penguatan data

inventarisasi dan kualitas rencana pengelolaan di tingkat UPT

Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Capaian IKK 1

Capaian Kinerja IKK 1“Indeks
Efektivitas Perencanaan
KSA/KPA/TB adalah sebesar
0,579 Poin dari target 0,57 Poin,
meningkat 0,029 Poin dari
Baseline awal yaitu sebesar 0,55
Poin

Rerata Capaian IKK

110%

Capaian IKK 2

Capaian Kinerja IKK 2
“Persentase Entitas Kerjasama

yang Efektif, Efisien, Transparan,
dan Akuntabel” adalah sebesar

12,05% dari target 10%,
Persentase tersebut diperoleh
dari 64 entitas kerjasama yang
tata kelolanya telah dinilai baik

Nilai SAKIP
q ' 89,15 Poin

Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi OMSPAN
per 31 Desember 2025, realisasi
anggaran Direktorat
Perencanaan Konservasi
sebesar Rp 9.144.029.552,00 dari
pagu Rp 9.144.238.000,00 atau
sebesar 100%

Maturitas SPIP
-[;}c 4,1 Poin
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A. Latar Belakang

Sampai dengan Desember 2025, Indonesia telah menetapkan 579 unit kawasan
konservasi mencakup total luas sekitar 27 juta hektar yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke. Rekapitulasi menunjukkan dominasi kawasan konservasi darat (Teresterial)
seluas 22,3 juta hektar (82%), sementara kawasan perairan (Perairan/Laut) mencapai 4,8
juta hektar (18%). Kawasan konservasi dikelola sesuai fungsinya yang terbagi atas cagar

alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.

Peta KSA,KPA dan TB INDONESIA Tahun 2025

(SK Dirien KSDAE NO. 138 Tahun 2025)

%
<

v . - :: No Fungsi Kawasan (SK. 138 Tahun 2025)

~ A i O 1 L . Unit Luas (Ha)

i A AR RS VO 1 CAGAR ALAM 214 4.215.307,35
2 SUAKA MARGASATWA % 3.384.075,78
3 TAMAN NASIONAL 57 17.982.935,75
4 TAMAN WISATA ALAM 145 811.101,10
5  TAMAN HUTAN RAYA 51 485.648,50
6 KSA/KPA 6 3.407,80
7 TAMAN BURU 10 137.786,51

Jumlah 579 27.020.262,78

579 Unit KK, 27.020.262,78 Ha

Gambar 1. Peta KSA, KPA, dan TB Indonesia Tahun 2025

Sesuai dengan PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan
Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kegiatan penyelenggaraan KSA dan KPA diawali
dengan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan kawasan juga terbagi menjadi ke
dalam: inventarisasi potensi keanekaragaman hayati, penataan kawasan, penyusunan
rencana pengelolaan kawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan
Konservasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Perencanaan
Konservasi diberi mandat untuk menjalankan tugas menyelenggarakan pelaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama pada
kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru,
dan pembinaan taman hutan raya.
Untuk menjalankan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan

blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi, dan kerja
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sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata
alam, taman hutan raya, dan taman buru;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok,
rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada
kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman
buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

C. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang inventarisasi potensi, penataan
zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan
kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman
wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi
potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan,
evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman
nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi potensi, penataan
zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan
kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman
wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi
potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan,
evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman
nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan
raya; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi
didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi KSA, KPA, dan TB

b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis

c. Subbagian Tata Usaha
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Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi

Stuktur Organisasi adalah sebagaimana Gambar 2. berikut:

Direktur Perencanaan
Konservasi

[ !

Kepala Subdirektorat Kepala Subdirektorat
Perencanaan dan Kerjasama Penguatan
Evaluasi Fungsi KSA, Fungsi dan Pembangunan
KPA, dan TB Strategis
— @ & @ &
Ketua Tim Kerja JF Ahli Madya JF Ahli Madya Ketua Tim Kerja Sama
Inventarisasi dan Potensi Penguatan Fungsi

KSA, KPA, dan TB

X @) —

Tim Kerja Ketua Tim Kerja Sama
Pemolaan KSA, Pembangunan Strategis
KPA, dan TB

— ()

Tim Kerja
Penataan KSA,
KPA, dan TB

— &

Tim Kerja Rencana
Pengelolaan KSA,
KPA, dan TB

= @

Tim Kerja Evaluasi
Fungsi KSA, KPA, dan TB

\

Kepala Sub Bagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana
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pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu, Omembentuk
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan i kut menj ageé
tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang
dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
menghasilkan:

a. Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);

b. Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan

¢. Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025 7 2045, saat ini (Tahun 2025), merupakan periode awal RPJP
(2025 7 2045) dan RPJMN 1 (2025 i 2029). Dimana tujuan nasional pada RPJP Periode
20257 2045, sebagaimana Gambar 3.

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

OS2 OO0 O O

2025 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045

Penguatan Transformasi Akselerasi Transformasi Ekspansi Global Perwujudan Indonesia Emas

O Q —0

Gambar 3. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).

Tujuan negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang
tertera dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengel ol aan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawas:
Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan

yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan
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dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan,
pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan
ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan
dan/atau per ai ran. 0 Direktorat Perencanaan Konseryv
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024 dengan melaksanakan
mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 31). Serta
melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011, bahwa Perencanaan merupakan salah satu unsur dalah penyelenggaraan
KSA dan KPA. Selanjutya dalam Pasal 14, menyeb
KPA meliputi: inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana
pengel ol aan. 06 Dal am rangka me ngkatkarakesejahtefaanan Ne g

masyarakat, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, berperan dalam bidang:
Inventarisasi Potensi KSA, KPA, dan TB

Direktorat Perencanaan Konservasi memiliki salah satu sasaran kegiatan yaitu terjaminnya
pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi secara
partisipatif di kawasan konservasi dengan indikator luas kawasan hutan yang
diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif.
Kawasan konservasi memliki potensi keragaman baik hayati maupun non hayati yang
tinggi, seperti keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, keanekaragaman
ekosistem, geomorfologi, bentang alam, situs budaya atau situs peninggalan sejarah.

Update data hasil inventarisasi dilakukan secara berkala guna pemutakhiran data.

Pemutakhiran data hasil inventarisasi dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga
relevansi dan keandalan data dalam mendukung pengambilan keputusan. Pembaruan data
ini penting mengingat dinamika kondisi kawasan, perubahan ekosistem, tekanan
pemanfaatan, serta perkembangan sosial dan budaya di sekitar kawasan konservasi. Data
hasil inventarisasi dan verifikasi selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dan
penyempurnaan dokumen perencanaan, dasar penetapan zonasi, serta acuan dalam

penentuan prioritas pengelolaan dan perlindungan kawasan.

Dengan tersedianya data inventarisasi dan verifikasi yang mutakhir dan berkualitas,
diharapkan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dapat
dilakukan secara lebih terarah, adaptif, dan berbasis bukti, sehingga mendukung
pencapaian sasaran konservasi serta target pembangunan bidang lingkungan hidup dan

kehutanan secara berkelanjutan.
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Pemolaan KSA, KPA, dan TB

Peran Pemolaan Kawasan Konservasi dalam tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan
Konservasi yakni memastikan status dan fungsi kawasan konservasi agar siap untuk
dilakukan tahapan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perencanaan
Konservasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien bila sudah ditetapkan
sebagai kawasan hutan yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri mengenai
Penetapan Kawasan Konservasi, serta memiliki fungsi konservasi sebagai KSA, KPA, atau

TB sebagai dasar penataan zona atau blok dan rencana pengelolaan.

Berdasarkan hasil bilateral meeting yang telah dilaksanakan, Direktorat Jenderal KSDAE
dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, telah menyepakati hal-hal terkait penetapan

kawasan konservasi, diantaranya:

1. Penetapan kawasan konservasi untuk kawasan konservasi yang sudah di tata batas;
2. Revisi Surat Keputusan Penetapan Kawasan Konservasi yang secara substansi
terdapat kekeliruan di dalamnya;
Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan konservasi; dan
Penetapan fungsi kawasan konservasi yang masih berstatus KSA/KPA;

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki target penetapan kawasan hutan 100%,
yang diantaranya Kawasan Hutan Konservasi. Namun demikian, target Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan tidak memprioritaskan tata batas antar fungsi kawasan, sehingga
target penetapan kawasan hutan diukur dari penetapan kelompok hutan. Hal tersebut
berbeda dengan prioritas Direktorat Jenderal KSDAE yang membutuhkan kepastian batas
antar fungsi kawasan, misalnya batas fungsi antara Hutan Konservasi, Hutan Lindung,

Hutan Produksi, untuk penataan blok/zona dan perencanaan kawasan konservasi.

Proses dan tahapan penetapan kawasan hutan merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan, sehingga percepatan proses penetapan Hutan Konservasi
sangat tergantung dari komunikasi dan koordinasi antara Direktorat Jenderal KSDAE dan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan
komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terus menerus dengan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan, agar target penetapan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dapat sesuai dengan prioritas untuk perencanaan kawasan konservasi di Direktorat
Jenderal KSDAE. Melalui koordinasi dan rapat-rapat, Direktorat Perencanaan Kawasan
Konservasi bersama unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
melakukan koordinasi dalam memetakan permasalahan penetapan kawasan konservasi,

untuk kemudian secara bersama merumuskan langkSah-langkah penyelesaian.
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Penataan KSA, KPA dan TB

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan kedalam zona/ blok merupakan

upaya membagi/ menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi

dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan

konservasi. Penataan zona/ blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus
diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan

tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan
peruntukannya. Penataan zona/ blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan

kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien

guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu
APenyusunan zonasi at au bl ok pengel ol aan di |
memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kot a, 0 sehingga k el
Kawasan Konservasi bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di

sekitarnya. Dalam rangka implementasi UUCK bidang Kehutanan , Penataan menjadi

prioritas yang harus dilaksanakan daam rangka penyelesaian permasalahan permasalahan

areal terbangun yang berada di kawasan konservasi. Selain itu juga beberapa kawasan

konservasi berupaya untuk menyesuaikan perkembangan Pembangunan daerah sehingga

dibutuhkan perubahan zona blok dalam rangka mengakomodir beberapa kepentingan
pembanungan strategis maupun pengelolaan yang efektif.

Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4,
disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit
Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan
rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam,

Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-L at ar Bel akang: iR
pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana
perencanaan | ainnya harus mengacu padajugaencana

merupakan alat untuk memandu pengelola dan pemangku kepentingan lain dalam
mengelola kawasan dan sumber daya alam serta keragaman hayati yang ada di dalamnya

untuk sekarang dan masa depan.
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Evaluasi Fungsi KSA, KPA dan TB

Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) merupakan instrumen penilaian yang dilaksanakan
untuk memastikan kesesuaian suatu kawasan dengan tujuan pengelolaan yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan EKF memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-11/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi
Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pelaksanaan
EKF dilakukan secara periodik sebagai bagian dari upaya pengelolaan adaptif kawasan
konservasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi ini
dilaksanakan setiap lima tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan pengelolaan, dengan

ketentuan bahwa periode pelaksanaannya paling lama adalah setiap lima tahun.

Secara konseptual, evaluasi fungsi merupakan serangkaian kegiatan penilaian terhadap
suatu kawasan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan tujuan pengelolaan yang
telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan menilai kondisi
aktual kawasan dan membandingkannya dengan kriteria kawasan serta tujuan

pengelolaannya.
Kerja Sama Penyelenggaraan KSA, KPA, dan TB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-11/2014 Jo. Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor
P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan kerja sama ini dalam
rangka memberikan kepastian dan payung hukum kegiatan pembangunan strategis yang
tidak dapat dielakkan dan kegiatan kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi
melalui fasilitasi mitra kerja sama dari unsur masyarakat, badan usaha dan Pemerintah.
Kerja sama ini dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas
penyelenggaraan kawasan konservasi dan/atau pertimbangan khusus untuk pembangunan
strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
Forest Programme Il (Sulawesi)

Forest Programme Il Sulawesi merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman
dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). Program ini dilaksanakan selama delapan (8,5) tahun dari 2017 i Juni

2025, dengan lokus utama di lanskap Taman Nasional Lore Lindu. Fokus utama sebagai
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sasaran tujuan adalah mendukung upaya penurunan perubahan iklim dengan pelestarian

hutan dan biodiversitas-nya.

Terdapat empat keluaran dari Forest Programme lll, yaitu (1) Terjaminnya keutuhan
kawasan TN Lore Lindu; (2) Hutan terdegradasi di daerah aliran sungai Palu dan Lariang-
Hulu direhabilitasi/dipulinkan; (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa
lanskap Lore Lindu; dan (4) Memperkuat kerjasama penelitian di bidang keanekaragaman

hayati dan perubahan iklim.

Badan Pelaksana Proyek (Executing Agency) adalah Direktorat Perencanaan Kawasan
Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Adapun
unit pelaksana di lapangan (Unit Implementing Project) terdiri atas tiga UPT, yakni 1) BBTN
Lore Lindu, 2) BPDAS Palu Poso, dan 3) BPSKL Wilayah Sulawesi. Sementara itu, output
yang akan dicapai oleh FP Il adalah: 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu, 2)
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di DAS Palu dan Hulu Lariang, 3) Peningkatan
Pendapatan Masyarakat di Pedesaan sekitar TNLL, dan 4) Memperkuat kerja sama

penelitian.
B. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi tidak

terlepas dari timbulnya permasalahan utama yang dihadapi antara lain :

1. Dalam rangka implementasi UUCK bidang Kehutanan, Penataan menjadi prioritas
yang harus dilaksanakan daam rangka penyelesaian permasalahan permasalahan
areal terbangun yang berada di kawasan konservasi. Selain itu juga beberapa kawasan
konservasi berupaya untuk menyesuaikan perkembangan Pembangunan daerah
sehingga dibutuhkan perubahan zona blok dalam rangka mengakomodir beberapa
kepentingan pembanungan strategis maupun pengelolaan yang efektif.

2. Melanjutkan kegiatan prioritas tahun sebelumnya dalam rangka tindak lanjut terbitnya
PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan
Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru
menuntut perlu segera dilaksanakan evaluasi dan revisi serta percepatan penataan
kawasan konservasi (zonasi dan blok), sehingga kepada UPT KSDA dan Taman
Nasional perlu dilaksanakan konsultasi dan koordinasi serta bimbingan dan
pengawasan. Selain itu percepatan penyelesaian penataan kawasan konservasi bagi
kawasan konservasi yang sampai saat ini belum memiliki dokumen perencanaan
berupa zona dan blok sehingga kawasan konservasi dapat diselenggarakan dengan

berpedoman perencanaan ruang kelolanya masing masing.
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A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025,telah
ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
20257 2029 merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2025 i 2045.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 20257 2029 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 i 2029, yang
sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat Perencanaan Konservasi
dalam menyusun rencana pembangunan tahunan. Karena lingkupnya sebagai
penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE,
maka Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Konservasi tahun 2025 7 2029 hanya
menjabarkan strategi dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

Berdasarkan RPJMN tahun 20257 2029, visi Kementerian Kehutanan a d a | naehjadikan
kawasan hutan sebagai fANengalirkindVanfadt&koladi, EKdnomian y an g
dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 A dal am

me n d u k Bersgma Inilonesia Maju Menuju Indonesia Emas 20450 .

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas,

fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang i Undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021,

serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, maka misi Kementerian Kehutanan,

yaitu:

1) Memelihara ketahanan ekosistem hutan;

2) Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;

3) Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;
serta

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan,
Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan

kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis
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tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola
kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang
menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai
berikut:

1) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam
memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas
toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja
penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman
Spesies (Red List Index);

2) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk
peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah
meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator
kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;

3) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan
bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan,
dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai
ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional
kehutanan; serta

4) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan
melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas
dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE
Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut,
Direktorat Jender al KSDAE menetapkan Vi si
Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi,
Ekonomi, dan Sosial o. Vi s i tmereuntsikentencapai mupiang g a mb a r
utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang

memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal

KSDAE beserta jajarannya.

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal

KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut

memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat
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Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat
Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1) Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;

2) Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;

3) Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang
baik.

Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga
program dengan masing masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan
pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program
yang diampu oleh masing masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran

program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Target
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Satuan
2025 2026 2027 2028 2029
Sasaran Program 1: Jumlah spesies yang diasesmen Spesies 5 15 25 35 50
Meningkatnya pengelolaan secara nasional dalam (kumulatif)

konservasi sumber daya alam dan mendukung IUCN Red List

ekosistem di KSA, KPA, dan TB -
serta pembinaan areal preservasi ~ Penurunan status keterancaman Spesies 3 8 15 30 50

dalam mendukung penurunan spesies pada IUCN Red List (kumulatif)
tingkat kerusakan hutan pada
batas toleransi peri kehidupan
manusia dan keanekaragaman

hayati.
Sasaran Program 2: Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Miliar 200 210 220 230 240
Meningkatnya pendapatan Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB Rupiah

masyarakat sekitar kawasan hutan
melalui pengelolaan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem
di KSA, KPA, dan TB serta daerah

penyangga.
Sasaran Program 2: Nilai ekspor TSL dan Triliun 175 7,80 8,00 8,20 8,40
Meningkatnya produk barang dan  bioprospecting Rupiah

jasa dari upaya konservasi sumber

daya alam dan ekosistem. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa Miliar 235 241,5 249 257,5 267

lingkungan dan TSL berkelanjutan ~ Rupiah

Sasaran Kinerja Direktorat Perencanaan Konservasi

Dalam rangka mendukung tercapainya Vi si Direkt
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat

Ekol ogi, Ekonomi, dan Sosial o serta mendukung s
dan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Perencanaan Konservasi

secara tidak langsung berkontribusi pada satu sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE

yaitu Sasaran Program 1 AMeningkatnya pengel
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ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung
penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan
keanekaragaman hayati dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1) Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB (0,65 Poin: Tahun 202571 2029);

2) Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel (60
Persen : Tahun 20257 2029)

Target jangka menengah yang harus dicapai Direktorat Perencanaan Konservasi dalam
kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan
ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 i
2029, sebagaimana disajikan padaTabel 1. Target-target sebagaimana pada tabel 1 harus
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan
di dalam dokumen rencana kerja setiap tahunnya.

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Perencanaan Konservasi Tahun 2025 i 2029.

Sasaran Target Kinerja

dan .
Baseline

IMCIEWSRT | LUl 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kinerja
Kegiatan
SP 1. SK 2. Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem

1. Indeks
Efektivitas Poin 0,55 0,57 0,59 061| 063 | 065
Perencanaan
KSA/KPA/TB
2. Persentase
entitas
kerjasama
yang efektf, | pergen . 10 13 13 15 17
efisien,
transparan,
dan
akuntabel

B. Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJMN) Tahun 2025 1 2029. Pada
level Direktorat, untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra
202571 2029, maka Direktorat Perencanaan Konservasi akan melakukan kegiatan-kegiatan

yang tercantum dalam Rincian Output (RO) sesuai pada tabel 2
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Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Konservasi

RO/KOMPONEN TARGET SATUAN
ABV- 001-Rekomendasi Rekomendasi 1.380.274
Kebijakan kebijakan peningkatan Kebijakan
Bidang efektivitas perencanaan
Kehutanan KSA, KPA, TB (Pusat)
051-Rekomendasi kebijakan 1 Rekomendasi 1.380.274
peningkatan efektivitas Kebijakan

perencanaan KK melalui ;
inventarisasi, pemantapan,
penataan, dan penyusunan
rencana pengelolaan
kawasan konservasi

ABV- 002-Rekomendasi 1 Rekomendasi 1.430.726
Kebijakan kebijakan tata kelola Kebijakan
Bidang seluruh kerja sama

Kehutanan penyelenggaraan kawasan
konservasi bernilai baik

(Pusat)
051-Kebijakan tata kelola 1 Rekomendasi 1.430.726
kerja sama penguatan fungsi Kebijakan

kawasan konservasi dan
konservasi keanekaragaman
hayati dan kerja sama
pembangunan strategis yang

tidak dapat dielakkan
Total Pagu 2.811.000

RO/KOMPONEN KEGIATAN SATUAN
7315.EBA.962 Layanan Umum (Dukman) 1 Layanan 334,218
7315.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 702,376
Layanan Prasarana Internal
7315.EBB.971 (Renovasi/Pengadaan Peralatan dan | 1 Paket 140,782
Mebeulair/Furniture Kantor Dit.PK

1,117,376

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sebagai penanggungjawab kegiatan, Direktorat Perencanaan Konservasi telah
menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan
sebagaimana tabel 3. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Konservasi telah
menyusun peta strategis tahun 2025 sebagaimana pada tabel 3 yang menggunakan sistem
manajemen kinerja berbasis Balance Scorecard (BSC). Peta strategis ini mencakup empat

perspektif utama, yaitu : perspektif pemangku kepentingan (st akehol der s per s|
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perspektif pelanggan (c us't o me r 0 s ), parspektip Erasds bisnis (internal business
process), dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan (learning and growth).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Perencanaan Konservasi Tahun 2025

Stakeholder Perspective

- Sasaran Strategis Indikator

Optimalnya perencanaan KSA, Indeks efektivitas perencanaan 0,57 Poin
KPA, dan TB dalam mendukung KSA/KPA/TB
pengelolaan konservasi sumber

daya alam dan ekosistem Persentase entitas kerjasama yang

efektif, efisien, transparan dan 10%
akuntabel

Customer Perspective

1. Efektifnya Tata kelola Efektifnya tata kelola perjanjian kerja sama
kerjasama penyelenggaraan penguatan fungsi dan pembangunan strategis 10%
KSA, KPA, dan TB di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan °

Pelestarian Alam (KPA)

2. Optimalnya perencanaan KSA, Jumlah unit KSA dan KPA yang optimal
KPA, dan TB perencanaannya melalui kegiatan 057
inventarisasi potensi, pemantapan, penataan, '
rencana pengelolaan dan evaluasi kesesuaian
fungsi

Poin

Internal Process

Pengendalian dan Pengawasan Nilai Maturitas SPIP Direktorat
3,8 Poin
Internal Direktorat Perencanaan Perencanaan Konservasi
Konservasi yang Agile, Efektif,
dan Efisien Tersusunnya pedoman dan standar
pemb_|ayaan kerjasama penguata_n . 1 Dokumen
fungsi dan pembangunan strategis di
KSA dan KPA
2. Peningkat kuntabilitas kinerj - .
gnmg atan axuntabiitas Kinerja Nilai SAKIP Direktorat Perencanaan .
Direktorat Perencanaan . 88 Poin
) Konservasi
Konservasi
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Learning and Growth

Penguatan organisasi dan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat 83 poin
SDM Direktorat Perencanaan Perencanaan Konservasi P
Konservasi
T i .
er.sele'ngg'aranya pelatihan 1 Kegiatan
optimalisasi perencanaan KK
2 Penguatan pengelolaan Ketepatan penyampaian data dan
keuangan dan BMN Direktorat informasi keuangan dan BMN 100%
0

Perencanaan Konservasi yang
efektif, efisien dan akuntabel
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PERJALANAN PAGU ANGGARAN

DIPA Awal

Berdasarkan DIPA Kantor Pusat ‘l

Ditjen KSDAE TA 2025, Direktorat
Perencanaan Konservasi memiliki
alokasi anggaran sebesar Rp
9.000.000.000,00 untuk
kegiatan teknis dan Rp
2.006.600.000,00 untuk kegiatan
ketatausahaan, sehingga total
anggaran Direktorat Perencanaan
Konservasi adalah sebesar Rp
11.006.600.000,00

Revisi Anggaran

4
’
!
'
|
]
Seiring dengan dinamisnya 3

kegiatan di tahun 2025,
Direktorat Perencanaan
Konservasi melakukan 13 kali

revisi anggaran yang terdiri dari
revisi DIPA dan POK

Realisasi 5

Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31
Desember 2025, realisasi anggaran
Direktorat Perencanaan Konservasi
sebesar Rp 9.144.029.552,00 dari pagu
Rp 9.144.238.000,00 atau sebesar 100%
dengan rincian realisasi Subdit PEF
sebesar Rp 1.374.418.241,00, Subdit PFPS
Rp 1.424.119.069,00, FP lll sebesar Rp
5.179.477.890,00, dan Ketatausahaan
sebesar Rp 1.166.066.352,00

TA. 2025

N

Top Up HLN

Bulan Maret 2025, terdapat
penambahan alokasi anggaran
untuk kegiatan FP Ill sebesar Rp
2 5.171.213.000,00 dan di Bulan
September 2025, dilakukan Top Up
anggaran sebesar Rp
8.400.000,00 akibat kendala
selisih kurs untuk pembayaran
konsultan berdasarkan surat
Direktur Jenderal Anggaran Nomor
S-828/AG/AG.3/2025 tanggal 3
Oktober 2025, sehingga pagu total
menjadi Rp 5.179.477.890,00

\
\
\
'
!
!
!

: Efisiensi
4 Anggaran

Selama tahun 2025, telah dilakukan 2
kali efisiensi anggaran yang terdiri dari :
1. Efisiensi Belanja Kementerian
Lembaga berdasarkan Surat
Menteri Keuangan Nomor : S-
75/MK.02/2025 tanggal 24 Januari
2025 sebesar Rp
6.190.400.000,00 yang terdiri dari
kegiatan teknis dan ketatausahaan
2.Penambahan anggaran layanan
perkantoran sebesar Rp
165.480.000,00
3.Efisiensi Belanja Gaji Pegawai tahun
2025 sebesar Rp 14.006.000.00




POHON KINERJA
DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI

SASARAN PROGRAMII

SP 1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya
alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan
areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat
kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan
manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator KP | Indikator KP I

Jumlah spesies yang diasesmen Penurunan status
secara nasional dalam keterancaman spesies pada
mendukung IUCN Red List IUCN Red List

Sasaran Kegiatan | Sasaran Kegiatan Il

Optimalnya perencanaan KSA,
KPA, TB dalam mendukung
pengelolaan konservasi SDA dan
Ekosistem

Meningkatnya upaya
pengawetan keanekaragaman
spesies dan genetik

Direktorat

-1
Indikator KK | Indikator KK I Perencanaan
Konservasi

1.Indeks Efektivitas Perencanaan
Jumlah spesies yang terdata KSA/KPA/ TB

sebaran dan/atau populasinya 2.Persentase Entitas Kerja sama
yang Efektif , Efisien,
Transparan, dan Akuntabel
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